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PJ GUBERNUR JATENG PRIORITASKAN PENANGANAN KEMISKINAN 

DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 

 

Sumber Gambar:  IMG-20240226-WA0008.jpg.webp (1200×800) (antaranews.com) 

Isi Berita:   

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta kepada 

pemerintah kabupaten/kota di wilayah itu untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan 

dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

"Ini pun kami lakukan di provinsi, yang menjadi prioritas utama adalah pengentasan 

kemiskinan, dan ini berlaku juga untuk kabupaten/kota," kata dia dalam pernyataan di 

Semarang, Senin. 

Dia mengatakan hal tersebut saat menyerahkan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2024 

kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo di GOR Sarwo Edhie Wibowo, Purworejo. 

Ia mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Purworejo, sebab sejak 2021 angka kemiskinan terus menunjukkan penurunan. 

Namun, ia meminta program penurunan angka kemiskinan terus dilakukan sebab masih 

sekitar 11,33 persen. 

Setiap tahun, Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, 

antara lain diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, sedangkan pada tahun ini 

Kabupaten Purworejo menerima bantuan sebesar Rp68,8 miliar. 

Dari total dana bantuan tersebut, katanya, bantuan penanggulangan kemiskinan, antara lain 

untuk perbaikan rumah agar layak huni sejumlah 681 unit sebesar Rp13,6 miliar. 
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Selain itu, kelompok usaha bersama (Kube) untuk 60 kelompok dengan total nilai Rp1,2 

miliar, Kartu Jateng Sejahtera untuk 495 penerima senilai hampir Rp2,2 miliar, dan bantuan 

penanggulangan masalah gizi sebesar Rp2,6 miliar. 

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebutkan dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk 

miskin ekstrem di daerah setempat terus mengalami penurunan. 

Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 88 ribu jiwa, kemudian 

setahun kemudian menjadi 82 ribu jiwa, dan pada 2023 menurun lagi menjadi 81 ribu jiwa. 

 

"Untuk penanganan, pada tahun 2023, kami sudah mengalokasikan anggaran percepatan 

penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang terealisasi sebesar Rp244,38 miliar," katanya. 

Anggaran itu, kata dia, untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, 

dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. 

“Selain itu kami juga mencari bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk ikut 

dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," katanya. 

Yuli mengatakan setidaknya sudah berhasil membereskan empat di antara delapan aspek 

penanggulangan kemiskinan ekstrem, yakni rumah tidak layak huni, anak tidak sekolah, 

stunting, dan disabilitas. 

Sebanyak empat aspek lainnya, yakni jamban, listrik, air bersih, dan anggota rumah tangga 

tidak bekerja, diakuinya memang belum tercapai secara optimal, namun Pemkab Purworejo 

berkomitmen untuk menuntaskan.(Zuhdiar Laeis) 
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Catatan : 

• APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan 

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat 
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pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap laporan APBD.1 

• Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD.2 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 

 
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 

tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20 
2 Ibid 
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